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I{EPUTUSAN
I{EPALA DII{AS PENDIDII{AI{ DAIY I{EBUDAYAAN

XABUPATEN BURU
NOMOR | 4ZO.LI LLs6l2OL6

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD STEFASARSAHI "

DESA WAEHATA KECAMATAN WAELATA

KEPALA DINAS PENDIDII(AN DAN
I(ABUPATEN BURU

KEBUDAYAAN

Menlmbang : a' bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi Bidang
Pendidikan di Kabupaten Buru diperrukan perhatian dan dukung;
Pemerintah Daerah ke arah peningkatan mutu pend.idikan pada
semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;

b' bahwa sesuai hasil studi kelayakar dipaldang perlu untuk
memberikan rzin operasionar pada PAUD STEFASARSAHI Desa
Waehata Kecarnatan Waelata;

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud pada poin
huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan denga:r Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buru.

Mengingat : 1. undarrg-unda,g Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg7g Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Insonesia Nomor 31a3);
unda,g-undang Nomor 46 Tahun rggg tentang pembentuka,
Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Ma-luku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo
Nomor 174, Tatnbaha, Lembara, Negara Republik Indonesia Nomor
3895) sebagaimana telah diubah dengan unJang - undang Nomor 6Tahun 2ooo tentang peruba-ha, atas undang - undang Nomor 46tentang Pembentukan provinsi Ma]uku utara, Kabupaten Buru darr
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ooo Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);
undang-undangNomor 20 rahun 2oo3 tentang sistim pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor
78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
unda,g-undang Republik Indonesia Nomor 10 Ta_hun 2oo4 tenta,g
pembentukan peraturan undang undang (Lembaral wegara'Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 53, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3g9);
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4.



5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4 tentzrng
Peneerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Ind.onesia Tahun
2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437]r sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

' *ffi-",-"H"i,"i1ff'il:-*,H,*r*Tx;ffi;"3i}fr
(l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor agaa);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal.un 2OO4 Nomor
726,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang pembentukkan
Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oLt Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S23al;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2Oo5 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4a9e;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor33Tahun 2OOT
Pembegran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2oto tentang
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OtO;

ll.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun ZOOT
tentang Standar Penilaian pendidikan;

l2.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor SB Tahun 2OOg
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

l3.Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2OlO
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan d.i Kabupaten/Kota;

l4.Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2oOB tentang Susunal
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OOB
Nomor 03);

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor o9 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2ols (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2ol4
Nomor 03);

l6.Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2}lg tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol3 Nomor
68).

Memperhatikan : Surat PAUD STEFASARSAHI tentang Permohon an rzin operasional
PAUD STEFASARSAHI Desa waehata Kecamatan waelata
Kabupaten Buru Nomor : oa9/91),olwHT12016 Tanggal 10
Oktober 2Ot6.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

TembusantdisampaikanKepadayth :

1. Bupati Buru di Namlea
2. Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga

Provinsi Maluku di Ambon
Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
Kepala Badan Kepegawaial Daerah
Kab. Buru di Namlea
Camat Waelata di Waelata
Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kec. Waelata di Waelata
Arsip

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin operasional Kepada PAUD STEFASARSAHI Desa
Waehata Kecamatan Waelata Kabupaten Buru.
Memberikan kewenangan Kepada pengelola untuk mengelolah PAUD
STEFASARSAHI Desa waehata Kecamatan waelata sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan
kegiatan kepada Kepala Dinas pendidikal
Kabupaten Buru.
segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pad.a lembaga penyelenggara.
Keputusan ini berlaku sejak tanggat ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea

melaporkan hasil
dan Kebudayaan

Taneeal : 14 Nopember 2016 A
Kepala Dinas Pendidikan dan KebudavaanU
EP,.F.+Pat"n Buru 
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